
WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN WALIK0TA MADIUN 

N0M0R 54 TAHON 2021 

TENTANG 

PETUNJUK 0PERASI0NAL KEGIATAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang 

Mengingat 

WALIK0TA MADIUN, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan m.1s1 

Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan yang transparan dan akuntabel sesuai 

kaidah pengelolaan keuangan dan untuk memberikan 

pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu 

menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Petunjuk Operasional Kegiatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-U ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

4. U ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-U ndang 

Nomor 15 Tahun 2019; 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 ten tang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021; 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

06/PRT /M/2008 

Pen yelenggaraan 

ten tang Pedoman 

dan Pelaksanaan 

Nomor 

Pengawasan 

Pemeriksaan 

Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan 

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Swakelola; 

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 lenlang Pengadaan 

Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat; 

20. Peraluran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tenlang Pelaku 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019; 

21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 lenlang Pembinaan 

Pelaku Usaha Pengadaan Barang/ Jasa Pemerinlah; 

22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tenlang Pedoman 

Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada 

Pcngadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

23. Peraluran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring 

dan Katalog Eleklronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerinlah; 

24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 lentang Unit Kerja 

Pengadaan Barang/ J asa; 

25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tenlang Pedoman 

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinlah; 

26. Peraluran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia; 



Menetapkan 
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27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020; 

30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

31. Peraturan Walikota Madiun Nomor Tahun 2021 

tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya 

Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 

Anggaran 2022; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK 

OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2 . Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

4. Walikota adalah Walikota Madiun. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Madiun. 

6. Sekretariat Oaerah adalah Sekretariat Daerah Kota 

Madiun. 

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun. 
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8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda, adalah 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Kota Madiun . 

9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BKAD, adalah Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Madiun. 

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Madiun. 

11. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi 

Pembangunan adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa 

dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota 

Madiun. 

12. Sadan Penanggulangan 

selanjutnya disingkat 

Sencana Daerah, yang 

BPSD, adalah Sadan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APSD, adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

14. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

yang selanjutnya disebut Perubahan APBD, adalah 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang. 

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang 

selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah 

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih. 



- 6 -

18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang 

selanjutnya discbul Rcncana Kerja Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disingkal RKPD, adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dacrah, yang selanjutnya disingkal KUA, adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan serta asums1 yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas 

dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

satuan kerja perangkat daerah un tuk setiap program dan 

kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja 

dan anggaran saluan kerja pcrangkat daerah. 

21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 

satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang 

memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan 

fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 

dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah. 

22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas mcnyiapkan 

dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 

rangka penyusunan anggaran pcndapalan dan belanja 

daerah. 

23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, 

adalah pejabal pemegang kewenangan pcnggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 
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24. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi satuan kerja perangkat daerah. 

25. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik dacrah. 

26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 

disingkat PPKD, adalah kepala satuan kcrja pengelola 

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dan bcrtindak sebagai 

bendahara umum daerah. 

27. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 

BUD, adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 

daerah. 

28. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang sclanjutnya 

disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum 

daerah. 

29. Pejabat Penatausahaan Keuangan Saluan Kcrja 

Perangkat Dacrah, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD, 

adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada satuan kerja perangkat daerah. 

30. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat 

PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau 

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja 

daerah. 

31. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabal yang ditunjuk 

menenma, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

pada satuan kerja perangkat daerah. 

33. Bendahara Pcngeluaran Pembantu adalah pelugas yang 

ditunjuk oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk 

membantu bendahara pengeluaran melaksanakan lugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah. 

34. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pelugas yang 

ditunjuk oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna 

anggaran untuk membantu bendahara pengeluaran 

sebagai kasir, pembuat dokumen pengcluaran dari satu 

atau beberapa kegiatan satuan kerja perangkat daerah. 

35. Pejabat Pengadaan adalah pegawai di lingkungan 

pemerintah daerah yang memiliki scrtifikal keahlian 

pengadaan barang/ jasa yang berlugas melaksanakan 

pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ a tau e­

purchasing. 

36. Pejabat Penandalangan/ Pengesahan Tanda Bukti 

Perjanjian ad a lah pejabal yang bcrwenang 

menandalangani/ mengesahkan tanda bukti perjanjian 

yaitu pejabat pembuat komitmen/ pejabat yang 

ditetapkan oleh pimpinan inslilusi. 

37. Pejabat Pemesan adalah pejabat yang bcrtugas unluk 

melakukan pemesanan barang/ jasa dalam e-purchasing 

yaitu pejabat pembuat komitmen alau pejabat 

pengadaan. 

38. Kinerja adalah keluaran/ hasil program dan kegiatan 

yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang lerukur. 

39. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 

1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan pcmbangunan daerah. 
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40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat 

daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang 

terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel 

atau sumber daya manusia, barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari 

beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, 

sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam 

bentuk barang/jasa. 

41. Sub Kegiatan adalah bagian dari rangkaian kegiatan 

dalam mendukung pencapaian output/ keluaran kegiatan. 

42. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu 

program atas keluaran yang diharapkan dari suatu 

kegiatan. 

43 . Keluaran 

dihasilkan 

(output) adalah barang atau Jasa yang 

oleh kegiatan yang dilaksanakan un Luk 

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program 

dan kebijakan. 

44. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan­

kegiatan dalam satu program. 

45. Standar Harga Satuan Barang adalah palokan harga 

satuan barang yang digunakan sebagai pedoman satuan 

kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah 

untuk perencanaan pengadaan barang dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapalan dan belanja dacrah. 

46. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus adalah 

patokan biaya tertinggi yang digunakan se bagai pedoman 

satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah 

daerah dalam menyusun perencanaan anggaran. 

47. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan 

barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai 

dengan anggaran pendapatan dan belanja 

negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan. 
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48. Penyedia Barang/ Jasa adalah pelaku usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

49. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. 

50. Seleksi adalah mclode pemilihan untuk mendapatkan 

penyedia jasa konsultansi. 

51. Penunjukan Langsung adalah melode pemilihan untuk 

mendapatkan penycdia barang/ pekerjaan 

konslruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan 

lertentu. 

52. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang 

bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

53. Pengadaan Langsung Jasa Konsullansi adalah melode 

pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling ban yak 

Rp.100.000.000,00 (seratus jula rupiah). 

54. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa 

melalui sistem katalog elektronik. 

55. Kalalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik 

yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga 

barang/ jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/ jasa 

pemerinlah. 

56. Aplikasi E-Purchasing adalah aplikasi perangkal lunak 

sistem pengadaan secara elektronik berbasis web yang 

terpasang di server layanan pcngadaan sccara elektronik 

yang dapat diakses melalui website layanan pengadaan 

secara elektronik untuk pelaksanaan e-purchasing. 

57. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkal lunak sis tern 

pengadaan secara eleklronik berbasis web yang 

terpasang di server layanan pengadaan secara elektronik 

yang dapat diakses melalui website layanan pengadaan 

secara elektronik. 








































































































































































































